
BUPATI BENGKUW UTARA 
PROVINSl BElfGKULU 

PERATURAN BUPATI BENOKUW UTARA 
NOMOR 5 TAHUN 2023 

TENTANO 

SALINAN 

STAN DAR OPERASJONAL PROSEDUR PELA'/ ANhN PERIZINhN SECARA 
ELEKTRONTK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 

SATU PINTU KABUPATEN BENGKULU UTARA 

Menimbang 

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BENOKULU UTARA, 

a. bahwa daJam rangka mewujudkan penyelenggaraan 
pelayanan publik eesuai dengan asaa penyeJenggaraan 
pemerintahan yang baik chm guna mewujudkan 
kepastian bak dan kewajiba.n berbagai pihak yang terkait 
dalem penyelenggaraan pe!ayanan, perlu ditetapkan 
Stander Operuional Proeedur Pelayanan Perizi:oan 
Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dao 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabup&ten Bengkulu 
Utara; 

b. bahwa berdaaarkan pertimbangan rbagairnana yang 
diroaksud huruf a, pertu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Standa:r Ope1asional Ptosedur Pelayanan 
Perizinan Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Benglrulu Utara; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 
1956 (Lembaran Negara. Tabun 1956 Nomor 55), Undang­
Undang Danirat Nomor 5 Tam.to 1956 (Lembat.an Negara 
Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat 
Nomor 6 Tahun 1956 (Lemba.ran Negara Tabun 1956 
Nomor 57) tentang Pembeotukan Daerah Tinglcat ll 
Termasuk Kotapcaja, Dalam Lingku:ngan Daerah Tingkat 
I Sumatera Selatan., Sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 1821); 

2. Undang-Uodang Nomor 14 Tahun 2008 t.entang 
Keterbu.kaan lnfonnasi Publik (Lembaran Negara 
Republik lndone&ia Tabun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembanm Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 



3 . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang 
Admin.istrasi Pemerintahan (Lemharan Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6617); 

6 . Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6618); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618) ; 

8 . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi .Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 
Prosedur Administrasi Pemerintahan (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 

9 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembeotukan Produk Hukum Daerab (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Serita Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 
157); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Lndonesia 
Nomor 138 Tahun 2017 ten tang Penyelenggaraan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); 



.. 

Menetapkan 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885); 

12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Pertimbangan Teknis Pertanahan (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 331); 

13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha 
Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271); 

14. Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara 
Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal (Be.rita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 272); 

15. Peraturan Daerab Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 
14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu 
Utara Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu 
Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 
14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran 
Daerab Kabupaten Bengkulu Utara Tabuo 2022 Nomor 2); 

16. Peratu.ran Bupati Bengkulu Utara Nomor 62 Tahun 2020 
tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, 
Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja, dan Eselon Jabatan 
Dioas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Bengkulu Utara Tipe B (Berita Daerab 
Kabupaten Bengkulu Utara Tabun 2020 No.mar 62); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL 
PROSEDUR PELAYANAN PERlZINAN SECARA ELEKTRONTK 
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 
TERPADU SATU PrNTU KABUPATEN BENGKULU UTARA 



BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh 
Walal Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang­
Undang Dasar Negera Republik ln donesia Tahun 1945. 

2. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara. 
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemer intahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerin­
tahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara. 
5. Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Te.rpadu Satu Pintu Kabupaten 

Bengkulu Utara yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat 
daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang mempunyai tugas dan fungsi 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal 
yang menjadi kewenangan daerah. 

6. lzin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk 
pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha 
sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. 

7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelal<u usaha 
untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 

8. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya 
atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. 

9. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha 
berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. 

10. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang 
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 

11. Norn.or lnduk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti 
registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegjatan usaha 
dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalarn pelaksanaan kegiatan 
usahanya. 

12. Sertifikat Standar adalah pemyataan dan/atau bukti pemenuhan standar 
pelaksanaan kegiatan usaha. 

13. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha atau selanjutnya 
dislngkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha 
untuk menunjang kegiatan usaha. 

14. Perizinan Tenentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam 
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang 
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturao, pengendaJian dan 
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber 
daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna 
mellndungi kepentingan u.mum dan menjaga kelestarian lingkungan. 



15. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risi.ko 
yang selanjutnya clisebut OSS RBA adalah aplikasi perizinan yang dikelola 
dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan 
berusaba berbasis risiko. 

16. Sistem Perizinan, Cepat, Aman, Transparan, fnovatif yang diselanjutnya 
disebut SiCANTIK adalah aplikasi perizinan berbasis web layanan gratis 
milik DPMPTSP Kabupaten Bengkulu Utara. 

17. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem 
cloud yang disebut SiCANTIK Cloud adalah aplikasi perizinan yang dapat 
digunakan oleh instansi pemerintah secara gratis yang 
berbasis web untuk perizinan berusaha maupun layanan lain yang 
dila.ksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pin tu. 

18. Sistem lnfonnasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya 
disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan 
untuk melaksanakan proses penyelenggaraan Persetujuan Bangunan 
Gedung. 

19. Aparatur Sipil Negara yang selanjumya disebut Aparatur adalah pegawai 
nege.ri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bertugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Bengkulu Utara. 

20. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP 
adalah pedoman dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pelayanan 
perizinan berdasarkan peraturan yang berlaku. 

BAB 11 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah : 
a . sebagai standarisasi cara yang dila.kukan aparatur dalam menyelesaikan 

-pekerjaan yang menjadi tugasnya ; 
b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh 

seorang aparatur dalam melaksanakan tugas; 
c. membantu aparatur menjadi lebib mandiri dan tidak tergantung pada 

intervensi manajemen, sehingga akan mengurangl keterlibatan pimpinan 
dalam pelaksanaan proses sehari-hari; 

d. memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan perizinan dapat 
berlangsung dalam berbagai situasi; 

e . menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, 
waktu, dan prosedur; 

f. sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan 
tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan; dan 

g. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam 
memberikan pelayanan. 



Pasal 3 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan perizinan secara elektronik lebih mudah, cepat, sederhana, 
efektlf, dan efisien, serta memberikan kepastian dalam proses pelayanan. 

BAB ill 
RUANO LJNGKUP 

Pasal4 

Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan secara elektronik 
meliputi : 

a. pelayanan perizinan melalui sistem aplikasi OSS RBA milik Kementerian 
lnvestasi/Badan Koordlnasi Penanaman Modal dengan laman ass.go.id; 

b. pelayanan perizlnan melalui sistem aplikasi SiCANTIK Cloud mllik 
Kementerian Komunikasi dan lnformatl.ka melalui laman sicantik.go.id; 

c. pelayanan perizinan melalui s.istem aplikasi SlMBG milik Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan laman sim.bg.pu.go.id; dan 

d . pelayanan perizinan melalui sistem aplikasi SiCANTTK milik DPMPTSP 
dengan laman sicantik.bengkuluutaraJcab.go.id. 

PasaJ 5 

Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan 
seca.ra mandiri oleh pelaku usaha dengan fasilitas sendiri atau yang 
disediakan oleh DPMPTSP. 

BAB JV 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

Pa.sal6 

(I) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 
huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko. 

(2) Penetapan tingkar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
kegiatan usaha diklasifikasikan secara otomatis oleh sistem OSS RBA 
menjadi: 
a. kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah dan menengah rendah; 

dan 
b. kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi. 

(3) Tingkat risiko sebagaiman~ dimaksud pada ayat (2) menentukan jenis 
perizinan berusaha. 

(4) Jenis perizi.nan berusaha sebagaimana dimak:sud pada ayat (3) 
menerbitkan sebagai berikut : 
a. NIB untuk tingkat risiko rendah; 
b. NIB dan Serti.fikat Standar otomatis untuk tingkat risiko menengah 

rendah ; 



• 

c. NlB dan Sertifikat Standar dengan verifikasi untuk tingkat risiko 
menengah tinggi; 

d. NTB dan fzin untu.k tingkat risiko tinggi; dan 
e. PB UMKU. 

(5) Lembaga OSS memberikan hak akses turunan melalui DPMPTSP kepada 
perangkat daerah teknis yang membidangi kegiatan usaha berdasarkan 
usu Ian dari perangkat daerab teknis, unit kerja yang membidangi perizinan 
berusaha dan pengawasan perizinan berusaha di DPMPTSP. 

(6) Hak Akses kepada penerima hak akses turunan untuk keperluan perizinan 
berusaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 
mendapatkan data Pelaku Usaha, melakukan verifikasi teknis dan 
notifikasi pemenuhan standar dan persyaratan perizinan berusaba 
berbasis risiko; 

(7) Dalam menggunakan hak akses sebagaimana dimaksnd pada ayat (6), 
penerima hak akses turunan wajib menjaga keamanan dan penggunaan 
hak akses, menjaga kerahasiaan kode akses yang dimilikinya dan 
bertanggungjawab terhadap penggunaan dan kerahasiaan data. 

Pasal 7 

(1) Penyelenggaraan pelayanan penzman secara elektronik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huru! a , huruf b dan huruf d tidak dikenai beban 
biaya apapun kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha. 

(2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan secara elektronik sebagaimana 
dima.ksud dalam Pasal 4 huruf c, dikenakan retribusi daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Pasal 8 

(I) Dalam bal pelayanan penzinan secara elektronik belum dapat 
dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dan/ atau pelaku usaha, 
DPMPTSP dapat melakukan: 
a. pelayanan berbantuan atau pendampingan; dan/atau 
b. pelayanan bergerak. 

(2) Pelayanan berbantuan atau pendampingan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dilakukan secara interaktif antara petugas OPMPTSP, 
masyarakat dan/ atau pelaku usaha. 

(3) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada aya t (1) huruf b 
dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada 
masyarakat dan/atau pelaku usaha dengan menggunakan sarana 
tra.nsportasi atau sarana lainnya. 

(4) PeJayanan perizinan secara elektronik dilaksanakan berdasarkan Standar 
Operasional Prosedur. 



(5) Standar Operasional Prosedur sehag11iman.a dimaksud pada ayat (4) 
pelayanan perizinan eecara elektronik tercantwn dalam Lampi.ran yang 
merupakao bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. 

BABV 

KETENTIJAN PENUTUP 

Pasal.9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundanakan, 

AS!}tr setiap orang mengetahu.inya. memerintabkao penguotl'3.Dpn Pemturan 
Bupati ini dengan penemparaooya dalam Berita. Daemh Kabupaten Bengkulu 
Utara. 

Diundangkan di Arga Makmur 
Pada mnggal 24 Februari 2023 

SEKRETAR1S OAERA-1:i 
KABUPATEN BENOKULU UTARA, 

ttd 

FITRIY ANSY AH 

Ditet.apkan di Arga Makmur 
Pada tanggal 24 Februari 2023 

BlJPATI BEHGKUW UTARA, 

ttd 

MJAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHON 2023 
NOMORS 

$a[iOftO $esuaj ~ Aslirzya 
KEPALA BAOIAN HUKUM 
Setdalmb. Bcnglrulu Utara 

~ lRSALlYAH )'.US,H, M..H 
Pembina {IV/ a) 

NIP. l98107282002122002 



DPMPTSP 
KABUPATEN BENGKULU UTARA 

DASARHUKUM 

l . Undang Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipt.a Kerja 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Gedung 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 
Tahun 2021 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung 

4. Surat Edaran Bersa.m.a Nomor 
973/1030/Sj Nomor SE-1/MK.07 
/2022, Nomor 06/SE/M/2022, 
Nomor 399/ A.1/2022 tentang 
Percepatan Pelaksanaan Retribusi 
Persetujuan Bangunan Gedung. 

KETERKAITAN 

OPD Teknis yang membidangi 

PERINGATAN 

Semua kegiatan harus sesuai dengan 
NSPK Kementerlan/Lembaga 

NomorSOP 
Tanggal 
Pembuatan 

Disahkan 
Oleh 

NamaSOP 

KEPALA DINAS 
PENANAMANMODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU 
SATU PJNTU KABUPATEN 

BENGKULU UTARA 

Ttd 

IT. BUOi SAMPURNO 
NIP.19670609 199403 1 004 

PELAYANAN ELEKTRONTK 
melalui la.man 

W\\'\\'.C:IMBG PU.go.id 

KUALIFIKASIPELAKSANA 

Stander pelaksanaan dari kegiatan 
adalah pengulangan pekerjaan 10 % dan 
kepuasan konsurnen 90% 

PERALATAN / PERLENGKAPAN 

Loket, komputer, ATK, printer, HP, meja, 
kursi, Database, Ruang tunggu, jaringan 
internet, listrik, aplikasi/software 

PENCATATAN t>AN PENDATAAN 

1. Diproses setelah kajian dari tim teknis 
2. Rapat tim teknis (opsional), survey 

lokasi (Opsional) 
3. Persetujuan/pemenuhan komitmen di 

OPD teknis 
4. Izin diterbitkan oleh DPMPTSP 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA 
NOMOR 5 TAHUN 2023 
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
PELAYANAN PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK 
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN 
BENOKULU UTARA 

DPMPl'SP 
KABUPATEN BENOKULU UTARA 

NomorSOP 
TanggaJ 
Pembuatan 

Tgl Revisi 

Tgl Efektif 

Disahkan 
Oleh 

NamaSOP 

KEPALA DINAS 
PENANAMANMODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU 
SATU PINTU KABUPATEN 

BENOKUI..U UTARA 

Thi 

Ir. BUD! SAMPURNO 
NIP.19670609 199403 l 004 

APLIKASI SJCANTIK 
melalui laman 

www.sicantik. bcogkuJu 
utarakab.goJd 

DASAR HlJKUM KlJAl,IFIKASI PELAKSANA 

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Standar pelaksanaan dari kegiatan 
Un.dang Undang Nomor 2 Tahun 2022 adalah pengulangan pekerjaan 10 % dan 
tentang Cipta Kerja; kepuasan konsumen 90o/o 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Bidang ~n1mab!ialrita.n; 

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
2052/ Menkes/Per/X/2011 tentang 
lzin Praktik dan Pelaksanaan Praktik 
Kedokteran; 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
54 Tahun 2012 tentang Penyelengga 
raan Pekerjaan Teknisi Gigi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
23 Tabun 2013 tentang Penyelengga 
raan Pekerjaan dan Praktik Okupasi 
Terapis; 

6. Peraturan Mente.ri Kesehatan Nomor 
26 Tabun 2013 Tentang Penyelengga 
raan Pekerjaan dan Praktik Tenaga 
Oizi; 



•, 

7 . Peraturan Ment;eri Kesehatan Nomor 
55 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Pekerjaan Rekam 
Media; 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
80 Tahun 2013 tentang Penyelengga 
raan Pekerjaan dan Prakti.k 
Fisioterapis; 

9 . Peraturan Menteri Kesebatan Nomor 
81 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Pekerjaan Radio 
grafer; 

10. Peraturan Menter! Kesebatan Nomor 
42 Tahun 2015 tentang Izin 
Penyelenggara clan Praktik Ahli 
Teknologi Laboratorium Medik; 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
20 Tahun 2016 ten tang lzin dan 
Penyelengga raan Praktik Terapis 
Gigi dan Mulut; 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
18 Tahun 2016 tentang lzin dan 
Penyelengga raan Praktik Penata 
Anestesi; 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
31 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Permenkes Nomor 889 / 
Menk.es/ Per/V / 2011 tentang 
Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja 
Tenaga Kefarmasian; 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
61 Tahun 2016 tentang Pelayanan 
Kesehatan Tradisional Empirls; 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
28 Tahun 2017 ten tang lzin dan 
Peoyelengga raan Praktik Bidan; 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
45 Tahun 2017 tentang Izin dan 
Penyelengga raan Praktik Psikolog 
Klinis; 

17. Peraturao Menteri Kesehatan Nomor 
34 Tahun 2018 tentang lzin dan 
Penyelengga raan Praktik 
Akupuntur Terapis ; 



18. Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 43 Tahun 2019 tentang 
Pusat Kesehatan Masyarakat; 

l9 Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 26 Tahun 2019 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang -
Undang Nomor 38 Tahun 2014 

tentang Keperawatan; 
20. Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Keempat Atas Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 
2013 tentang Pelayanan Kesehatan 
Pada Jaminan Kesehatan Nasional. 

KETERKAITAN PERA~'l'AN / PERJ..ENOKAPAN 

OPD Teknis yang membidangi Loket, komputer, ATK, printer, HP, 
meja, kursi, Database, Ruang runggu, 
jaringan internet, listrik, 

aplikasi/software 

PERlNOATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Semua kegiatan harus sesuai l. Diproses setelab kajian dari 
dengan NSPK Kementerian I perangkat daerah teknis 
Lembaga masing- masing perizinan 2. Rapat tim teknis (opsional), survey 

lokasi (opsional) 
3. lzin diterbitkan oleh DPMPTSP 



DPMPTSP 
KABUPATEN BENGKULU UTARA 

DASARHUKUM 

l. Undaog Undang Nomor 11 Tahun 
2020 teotang Cipta Kerja. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Penyele.ngga raan 
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 
2021 teotang Penyelengga raan 
Perizinan Berusaba di Daerab. 

4. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 
Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi 
Secara Elektronilc. 

5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 
Tahwi 2021 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pelayanan Perizinao 
Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal. 

KETERKA11'AN 

Pelaku usaba memberikan informasi 
langsung untuk email dan password dan 
data usaha 

PERTNGATAN 

Semua kegiatan harus sesuai dengan 
NSPK Kementerian/Lembaga masing• 
masing dan berdasarkan KBLI 2020 

NomorSOP 
Tanggal 
Pembuatan 
T Revisi 

T I Efektif 

Disabkao 
Oleh 

KEPALA DINAS 
PENANAMANMODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU 
SATU PINTU KABUPATEN 

BENGKULU UTARA 

Ttd 

Ir. BUOi SAMPURNO 
NLP.19670609 199403 1 004 

PELAYANAN OSS melalui 
laman ""ww o:;s.go.td 

Unluk Risiko RENDAH dan 
Nama SOP MENENGAH RENDAH 

KUALIFIKASJ PELAKSANA 

Standar pelaksanaan dari kegiatan 
adalah pengulangan pekerjaan 10 % 
dan kepuasan konsumen 90% 

PERALATAN / PERLENGKAPAN 

Loket, ko.mputer, ATK, printer, HP, 
meja, kursi, Database, Ruang tunggu, 
jaringan internet, listrik, aplikasi/ 
software 

PENCA'I'ATAN DAN PENDATAAN 

lzin diterbitkan oleh Lembaga OSS 
BKPM RI secara otomatis 



-- PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA .. _. ........ ~ 
DINAS PENANAMAN MODAL 

@ DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
Jin. Prof. M. Yamin, SB 10737) 521018 Kode Poe 38611 Arp Makmur Nomor SOP 

eman: d nm brnaxuluutarnktm., @ro-011. .. ,,m wcba:ltc:www.dpm.bcn&XUJuutarakab.go.kl Tanggal Pembuatan : \.""-. .. _1,1,. ;.A 
Tanggal Revisi : 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MELALUJ APUKASI Tanggal Efektif : 
s icantik.bengk-uluuta.ra.kab.go.id 

Pelaksana Mutu Baku 

No Uraien Prosedw-
Front 

Kepala Kelengkapan Ketera 
Pemohon Office/Sub Koordinator 

Dinas Administrasi 
Waktu Output ngan 

Koordinator 

(Usemame dan I I l Pemdaftaran Akun secara Online Pasword) Antrian 
I 

Pengislan Permobonan, Mengisi Data ♦ Permobonan Dokumen 
2 Pribacli dan data-data yang diperlukan I I KTP, NPWP, data• 30 Pennohonan 

I Menit sesuai persyaratan -N data lain online 
,p.,._p 

t.ln~p Berkas Dokumen 

I I 3 
Proses Pengeceken Kelengkapan Berkas I r ~1 I 

Persyaratan 
4 Jam 

Permohonan 
Permohonen, dan verilikasi Lengkap Lengkap den 

I Verifikasi 

I 
.. 20 4 Penerbitan / pencetakan Jzin I 

. 
Menit 

Blangko Izin 

Blangko lzin 

I ,-~ I Blangko lzin dan 15 
5 Paraf den Tenda Tangan Persyara tan Menit 

yang ditanda 
taneani 

Agenda Surat den 10 6 Agenda Nomor dan Stempel Dinas I l lzin Selesai 
r Stempel Menit 

Pengisian Survey Kepuasan Masyarakat Tanda terima lzin 15 Tande terima 
7 I I lzin dan Penyerahan lzin Menit 



.. ,, 

PEMERINTAB KABUPATEN BENGKULU UTARA • .__-:7 .... 

@ 
DINAS PENANAMAN MODAL 

DA.If PELAYA1'AN TBRPADU SATU PJNTU 
Jin. Prof. M. Yam.in, 8B (0737) 521018 Kode Poa 38611 Arp Makmur Nomor SOP : 

Email: ,~nr hrnrtul1111utrli:al1 rnttt1 u1u websit.e:www.dpm.bengkuluu tarakab.go.id Tanggal Pembuatan : 
~ ..... ~..A 

Tanggal Revisi : 
STANDAR OPERASJOl'IAL PROSEDUR MELALUI APLIKASI Tanggal Efektif : 

afcantik.go. id 

Pelaksana Mutu Baku 
Front 

Kctera No Uraian Proscdur 
Pemohon Office/ Koordinator 

Kepala Kelengkapan 
Walml Output 

Sub Dinas Adrninistrasi 
ngan 

Koordinator 
(Usemame dan 

1 Pel'ldaftaran Alcun secara Online I I Pasword) Antrian 

Pengisian Pennohonan, Mengisi Data Permohonan 
30 Dolrumen 

2 Pribadi dan data-data yang diperlukan I I KTP, NPWP, data-
Menit 

Permohonan 
sesual pcrsyaratan I data lain online 

.,;:u~ lfflpap Berkas Dokumen 

I I 3 
Proses Pengecekan Kelengkapan Berkas 

I I-~I 
Persyaratan 4 Jam Permohonan 

Permohonan, dan verifikasi Lengkap Lengkap dan 
I Verifikasi 

4 Penerbitan/pencetakan lzin I 
20 Blangko lzin -

Menit I 

Blangko lzin 

I I~ I Blangko lzin dan 15 5 Paraf dan Tanda Tangan 
Persyaratan Menit 

yang ditanda 
tanllanf 

6 Agenda Nomor dan Stempel Dinas I L Agenda Surat dan 10 lzin Selesai 
r Stempel Menit 

Pengisian Survey Kepuasan Masyarakat Tanda terima lzin 
15 

Tanda terima 
7 I I lzin dan Penyerahan lzin Menit 



PEMERINTAB KABUPATEN BENGKULU UT.ARA •• ..::.tt;,r ..... 

~ 
DINAS PENAH.UlAH MODAL 

DAl'f PELAYAlt\1' TERP.ADU BATU PDfTU 
Jin. Prof. M. Yamin, SB (0787) 521018 Kode Poa 88611 Arp Mak:mur Nomor SOP : 

Email: !lil.!!lJl.."ll&l!ll. 1 u •~Fl ~• M•tcm ntl ;om webllite:.ww .dpm. bengjruluu W11kab.go.ld Tanggal Pembuatan: \.'\. ... :,,,~ .... ..c 

STANDAR OPERASIOJf.AL PROSEDUR Tanggal Revisi 

MBL.ALUI atmbg.pu.go.id Tanggal Efektif : 

Pelaksana Mutu Baku 
No Uraian Prosedur Dinas Front Office/ Kepala Kelengkapan 

Ketera 
Pcmohon Telmi.s Sub Koordinator Oinas Administrasi Waktu Output ngan 

Koordinator 

Pedaftaran A1cun secara online 

0 
u,,pop (Username den 1- 14 Permohonan 1·14 

Pasword) . Hasil Hari pengisian permobonan, mengisi I l'." Harl dan Validasi l 
data pribadi dan data-data yang Validasi Kepala di Dinas Kepala Dinas Di 

cliperlukan sesuai persyaratan Lt~ Dinas Teknis Teknis Teknis Dinas 
Teknis 

2 Pembuatan, penerbitan dan I I Hasil Validasi 30 
SK.RD n,,noinnutan SKRD di SIMBG Dinas Teknis Menit 

Pembayaran retnousi sesuai Paling 
SKRD di Bank Benglrulu I I 20 Lama 3 terdekat dan upload ke SIMBG SKRD 

Menit 
Kwitansi 30 

oleh pemohon Harl 

Validasi koordinator dan validasi • I ~ H I Upload-an 20 Validasi 4 Kepala Dinas cli SIMBG Kwitansi Menit Kepala Dinas 
5 Pencetakan/ penerbitan PBG I I 

I 
Blangko Jzin 15 Blangko PBG 

Menit 
Paraf koordinator (Kepala Blangko PBG 

I 11-+1 I Blangko lzin dan 15 6 Bidang dan tanda tangan Kepala 
Persyaratan Menit 

yang ditanda 
Dinasi I lanOJ1nj 

7 Agenda dan stempel dinas I I I Agenda Surat dan 10 
lzin Selesai 

Stem=! Menit 
Buku Tanda Tanda terima Pengisian survey kepuasan I I 15 8 terima lzin izin masyarakat dan penyeraban izin Menit 



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA 
.. -r..':'-- DJNAS PENANAMAN MODAL 

@ DAN PELAYANAN TERPADU BATU PIIITU 
Jln. Prof. M. Yamin, 8H (0737) 521018 Kode Poa 38611 Arp Makmur Nomor SOP : 

Email: !IJlmJlrngkulum,u;llk"'1:'' CPJ"'' oom website:www.dpm.bengkuluutarakab.go.id Tanggal Pembuatan: 
~.,.,VA Tanggal Revisi : 

' - BTANDAR OPERASlONAL PRO8£DUR MBLALUI ~•-10.ld Tanggal Efektif : 
UNTUK UBAHA RESIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI 

Pelaksana MutuBa.ku 

No Uriuan Prosedur Pemohon Akun Tun.man Akun OSS Kelengkapan Keterangan 
OSS Dinas Waktu Output 

Teknis 
Kepala Dinas Administrasi 

Pendaftaran akun OSS secara lid k 

Online pengisian permobonan, I.en, Pl' Berkas Usemame 

1 
pemilihan dan input KBl..l , Pennobonan dan Pasword, 
mengisi data pribad.i dan data- I I Online Permohonan 
data yang diperlukan sesuai 
oersvaratan 

Surat 

I I 30 Kwitansi 
2 Pembayaran PNBP ijika ada) LenlbP Perintah 

Setor fSPSI Menit Pembayaran 

Pengecekan persyaratan I I Berkas 
Berita Acara 

Sesuiu NSPK 

3 adminlstrasi dan survey ke Permohonan 4Jam Kementerian 
lanan"'an fiika dioerlu.kanl Online Survey terk!Ut 
Pembuatan pertimbangan teknis • Verifikasi 
/rekomendasi teknis serta I I 

Pertek/ 20 Kepala Dinas 4 upload/verifikasi pada akun Rekom teknis Menit 

OSS turunan I 
Teknis 

5 Persetujuan Kepala DPMPTSP 
I 

I I Pertek/ 15 Persetujuan Rekom teknis Menit 

I Dapat 

6 
Sertifikat Standar atau Izin [ I 

15 Sertifikat Dicetak pada -
terverifikasi terblt Menit Stander /lzin Akun 

Pemohon 



~--"e...- PISIIERIJl'TAB KABVPATEK 8!:KOKULU UTARA. 
DIBM PB•.UAIIAB MO.DAL 

® DU PBLA.Yil.U lWNW BATU PDfTU 
Jla. Prof. X . Tam.ta, E 10737) 521011 Kode Paa 38611 Arp lie...,,"' 

~ .. , .... ~ Baall, f!pm.bon(Jruh411tarabl,,• c;mail.oom webute1._,dpm.henpulu11tarakall .• o.ld 

No 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

8TAJl:DA)J OPBRA8I.OJIAI, PllOIJt.DtJR PELAY.UA.1' PSIJDAIIIPmGAJI Ma U,UI 
a...go.flf 01 rux namo a&SDAB DA.II DllllillGAH RBlfnAH 

Ura.Ion Prosedur 

Penpmb.ilan nomor antrlan 

Pcnpslan permohonan, mcngiAI data 
pribadi dan form pel'tllasalahan untllk 
konsultasi 08S 

Pru.igece kan 
permohon9.11 

.kelcugkapan llcrk:as 

Pe11.datupin1an/.konsultasi/berbrullu~ 

Mengjsl survey kepuasan 
pada aplikaai ptsp.ontlne 

Ol8Syaralcat 

Penyeraha.n NIB selcsai 

Sallnan Seslllli Dengan Aalinyt\ 
KEPALA BAOJAN HOKUM ~~)i"-t • 

,. 
IBSALJYA S,H, M-H 

Pembina(N/a} 
NIP. J98107282002l,22002 

Pelaksana 
Front 

Pemohen omce/Sub l<oordlmuor 
Koordlnator 

I I 
I I 

I l 
( ) 

·-/ le"lb!> 

I , .... H I 

I I 
I 

I 
,I, 

I I 

Kepalla 
Dillas 

I 

-

Nomor SOP : 
Tanggal Pembuatan: Januari~ 
1'angga1 Revis! : -
1'11.nggal Efelc.tif : Januari::1()23 

Mutu Baku 

Kelenpapen 
admli:iistnlsi Waktu Output 

Nomor ant:rian Antrian 
Permohonan 

lO DoJ(l.unen KTP. NPWP, email 
dan data-data lain Meait Pennohonan 

"f3crkas Dokumcn 
persyaratan 10 Permobonan 
lcngkap/dJaposlsl Menit Lengkap dan 
ata81!Jl Diano&lsJ 

NIB, 
Data 60 

Laporan Meait 
Sclcaal 
Quesloner 

QuesJooer 10 yangtelah Menlt 
diisl 

1'anda terlma N1B 
dan/alllu 5 Menil Tanda 
Sertifikat Standar Terlma 

BUPA'li'I BENGKUl.U UTARA 

ttd 

MIAN 

Keteran 
gan 


